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Abstrak

RESPONSIVITAS OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA PROVINSI
LAMPUNG DALAM PENYELESAIAN LAPORAN MASYARAKAT
(Studi Kasus Respon Cepat Laporan Maladministrasi Dalam Proses Seleksi
Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Di SMA Negeri 9 Bandar Lampung
Tahun 2022)

Oleh

Sherly Marlina

Masyarakat masih belum mendapatkan hasil yang memuaskan dari kualitas
pelayanan yang telah diselenggarakan oleh pemerintah, terutama pada substansi
pendidikan dengan permasalahan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di
Provinsi Lampung yang dinilai kurang maksimal. Dalam hal ini Respon Cepat
Ombudsman (RCO) sangat dibutuhkan mengingat cukup singkatnya durasi
Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) yang diselenggarakan oleh SMA Negeri 9
Bandar Lampung. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis
Respon Cepat Ombudsman (RCO) dan kendala Ombudsman Provinsi Lampung
dalam menindaklanjuti kasus PPDB di SMA Negeri 9 Bandar Lampung. Penelitian
ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan tipe dekriptif. Data penelitian
ini diperoleh dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian
menunjukkan bahwa dari enam indikator Responsivitas menurut Zeithaml,
Ombudsman RI Provinsi Lampung dalam penyelesaian laporan masyarakat dengan
studi kasus Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di SMA Negeri 9 Bandar
Lampung belum dikatakan optimal. Hal itu dikarenakan terdapat kendala yang
dihadapi yaitu terkait keterbatasan waktu dalam proses penyelesaian laporan dan
masalah sistem kewenangan Ombudsman.

Kata Kunci : Responsivitas, RCO, Pelayanan Publik, PPDB



Abstract

RESPONSIVINESS OF THE OMBUDSMAN OF THE REPUBLIC OF
INDONESIA OF LAMPUNG PROVINCE IN RESOLVING PUBLIC
REPORTS
(Case Study of Rapid Response to Maladministration Reports in the New
Leaner Admission Selection Process (PPDB) at SMA Negeri 9 Bandar
Lampung in 2022)

By

Sherly Marlina

The Public still does not get satisfactory result from the quality of services that have
been organized by the government, especially on the substance of education with
the problem of New Student Admission (PPDB) in Lampung Province which is
considered less than optimal. In this case, the Rapid Response Ombudsman (RCO)
is needed considering the short duration of the New Learner Admission (PPDB)
organized by SMA Negeri 9 Bandar Lampung. This research aims to determine and
analyze the Rapid Response of the Ombudsman (RCO) and the obstacles of the
Lampung Province Ombudsman in following up the PPDB case at SMA Negeri 9
Bandar Lampung. This research uses qualitative research method with descriptive
type. The data were obtained from interviews, observations, and documentation.
The results showed that from the six indicators of Responsiveness according to
Zeithaml, the Ombudsman of Lampung Province in resolving public reports with a
case study of New Student Admission (PPDB) at SMA Negeri 9 Bandar Lampung
has not been said to be optimal. This is because there are obstacles faced, namely
related to time constraints in the process of resolving reports and authority system
problems.

Keywords: Responsiviness, RCO, Public Service, PPDB
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I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemerintah mempunyai tugas pokok atau fungsi dasar pemerintahan yakni
“pelayanan” yang sifatnya umum terhadap masyarakat secara keseluruhan.
Pemerintah bertanggung jawab untuk menyelenggarakan pelayanan publik dengan
melibatkan pemerintah pusat ataupun pemerintah daerah secara efektif dan efisien
sehingga kebutuhan pelayanan publik terpenuhi (Maulidiah, 2014). Pelayanan
publik dipelajari secara luas agar kebutuhan penyelenggara pelayanan dapat
terpenuhi secara efisien dan efektif. Hal ini penting karena kebutuhan pelayanan
publik semakin meningkat dan perlu diawasi secara ketat agar pelayanan tersebut
dapat memenuhi kebutuhan masyarakat secara efektif (Kalenge, 2015).

Saat ini masih banyak penyelenggara pelayanan publik yang kurang baik dalam
memberikan pelayanannya seperti pada penelitian Sari (2021) dengan hasil
penelitian yang mengemukakan bahwa peran Ombudsman dalam menyelesaikan
pengaduan pelayanan publik di Kota Makassar sudah cukup baik namun masih
terkendala oleh kurangnya sarana dan prasarana yang diperlukan kantor
Ombudsman seperti kantor yang lebih besar, penambahan ruangan, dan lain-lain.
Seniper (2019) juga melaporkan pengawasan Ombudsman Republik Indonesia
Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau di Kota Batam yang ditinjau berdasarkan
Teori Efektifitas Hukum soerjono Soekanto belum berjalan efektif. Penyebabnya
adalah faktor internal dan eksternal, yakni: kurangnya anggaran, kurangnya
Sumber Daya Manusia (SDM), ketidakpastian hukum, tidak adanya identifikasi
laporan, kurangnya kerjasama dan koordinasi Ombudsman dengan penyelenggara

pelayanan publik. Oleh karena itu sangat diperlukan lembaga pengawasan eksternal
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untuk memperkuat mekanisme pengawasan pemerintah agar dapat berjalan lebih
efektif.

Pemerintah membentuk badan pengawas eksternal di daerah yaitu Lembaga
Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Lampung. Dasar hukum Ombudsman
diperkuat dengan adanya Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 yang
menjelaskan bahwa Lembaga Ombudsman RI didirikan sebagai lembaga pengawas
pelayanan publik yang berhak mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik yang
dilaksanakan oleh penyelenggara negara dan pemerintahan, serta badan usaha
perseorangan atau swasta yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik
tertentu yang seluruhnya dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Ombudsman Perwakilan Provinsi Lampung sudah menerapkan mekanisme Respon
Cepat Ombudsman (RCO) sebagai cara untuk menyelesaikan laporan masyarakat
secara cepat, asalkan syarat dan ketentuan melapor terpenuhi. Adanya mekanisme
Respon Cepat Ombudsman (RCO) sangat dibutuhkan oleh masyarakat untuk
mewakili ketidakadilan yang telah dilakukan oleh penyelenggara pelayanan publik
yang tidak kompeten mengingat banyaknya laporan masyarakat tentang

maladministrasi di Ombudsman RI Provinsi Lampung.

Terkhusus di Provinsi Lampung pada tahun 2022, Ombudsman Provinsi Lampung
menerima sebanyak 50 laporan yang telah masuk ke dalam kategori Respon Cepat
Ombudsman (RCO) dan substansi pendidikan menjadi laporan terbanyak dengan
jumlah 31 di tahun 2022 (Arsip Laporan Tahunan Ombudsman RI Provinsi
Lampung, 2022). Sedangkan pada tahun 2021 sebanyak 25 laporan dan substansi
pendidikan juga menjadi laporan terbanyak dengan jumlah 12 Laporan (Arsip
Laporan Tahunan Ombudsman RI Provinsi Lampung, 2021). Hal ini membuktikan
bahwa laporan pendidikan terus mengalami peningkatan setiap tahunnya. Berikut
data laporan Respon Cepat berdasarkan substansi dan permasalahan yang di terima
Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Lampung Tahun 2021 dan 2022 :



Tabel 1 Laporan Respon Cepat Tahun 2021 dan 2022 Ombudsman RI
Provinsi Lampung

Substansi Laporan RCO

No Tahun 2021 Jumlah Tahun 2022 Jumlah
1. Adminduk 1 Air 1
2. Kepegawaian 10 Kepegawaian 14
3. Kesehatan 2 Kesehatan 2
4, Pendidikan 12 Pendidikan 32
5. - - Keagamaan 1
6. - - Jaminan sosial 1

Jumlah 25 Jumlah 51

Sumber: Arsip Laporan Tahunan Ombudsman Lampung Tahun 2021 dan 2022

Dari permasalahan di atas menunjukkan bahwa masyarakat masih belum
mendapatkan hasil yang memuaskan dari kualitas pelayanan yang telah
diselenggarakan oleh pemerintah, terutama pada substansi pendidikan dengan
permasalahan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di Provinsi Lampung yang
dinilai kurang maksimal. Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) merupakan
proses seleksi yang akan menentukan peserta didik diterima disuatu sekolah.
Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Online untuk jenjang tingkat Sekolah
Menengah Atas (SMA) dilaksankan pada awal tahun pelajaran baru. Dalam seleksi
Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Online yaitu melalui sistem zonasi, yang
terdiri dari 4 jalur seleksi, yaitu jalur zonasi 50%, jalur afirmasi 15%, jalur

perpindahan tugas orang tua/ wali 5%, dan jalur prestasi 30%.

Peneliti memilih studi kasus laporan Respon Cepat terkait Penerimaan Peserta
Didik Baru (PPDB) atas dugaan maladminstrasi berupa penyimpangan prosedur
oleh SMA Negeri 9 Bandar Lampung dalam proses seleksi Penerimaan Peserta
Didik Baru (PPDB) tahun ajaran 2022/2023 berupa perubahan sistem zonasi
pendaftaran dari 831 meter menjadi 841 meter. Dibandingan dengan laporan-
laporan Respon Cepat Ombudsman (RCO) dengan substansi lainnya, laporan
pendidikan terkait permasalahan mengenai Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB)

lebih membutuhkan waktu penanganan yang lebih cepat yaitu dengan hitungan jam
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dalam mencapai penyelesaian laporan. Dalam hal ini Respon Cepat Ombudsman
(RCO) sangat dibutuhkan mengingat cukup singkatnya durasi Penerimaan Peserta
Didik Baru (PPDB) yang diselenggarakan oleh SMA Negeri 9 Bandar Lampung.
Jika tidak ditangani secara cepat oleh pihak Ombudsman maka sangat berpengaruh
terhadap kelulusan peserta didik dalam proses Penerimaan Peserta Didik Baru
(PPDB).

Berdasarkan hasil pra riset yang telah dilakukan peneliti pada tanggal 27 Oktober
2022, diperoleh informasi terkait uraian laporan dari salah satu asisten Ombudsman
Provinsi Lampung yaitu bahwa pada tanggal 27 Juni 2022, pelapor mendaftarkan
anaknya di SMA Negeri 9 Bandar Lampung melalui sistem PPDB online dengan
jalur zonasi, lalu pada tanggal 04 Juli 2022, pelapor melalui sistem PPDB online
mendapatkan informasi bahwa ada perubahan jarak antara lokasi pengajuan saat
pertama kali daftar pada tanggal 27 Juni 2022 dengan jarak sekolah yang
didaftarkan yaitu semula dengan jarak 831 meter menjadi 841 meter yang berarti
terdapat masalah dalam perbedaan jarak 10 meter yang tidak bisa dicek oleh pihak
Ombudsman Provinsi Lampung secara detail karena mekenisme Respon Cepat
terkendala oleh waktu penyelesaian, maka dengan adanya perubahan jarak yang
lebih jauh sangat berpengaruh terhadap kelulusan peserta didik dalam proses
Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB). Hal tersebut membuat masyarakat
(pelapor) sebagai penerima pelayanan untuk melakukan pengaduan di Lembaga
Ombudsman Provinsi Lampung. Sebagai badan pengawas ekternal, Ombudsman
Provinsi Lampung bertugas menangani laporan masyarakat terkait maladministrasi
guna memastikan terselenggaranya pelayanan publik yang maksimal dan tata kelola

pemerintahan yang baik (Arifka, 2020).

Responsivitas atau daya tanggap Ombudsman Perwakilan Provinsi Lampung
terhadap laporan cepat pengaduan masyarakat tentunya diharapkan dapat
memenuhi keinginan dan tuntutan masyarakat akan pelayanan yang cepat dan
tanggap untuk dapat memaksimalkan pelayanan publik. Mekanisme Respon Cepat
Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Lampung dalam menyelesaikan laporan

masyarakat bisa diselesaikan dalam waktu yang singkat yaitu bisa dengan hitungan
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jam/hari dan tentunya memerlukan pola penanganan yang cepat agar dapat segera
menyelesaikan permasalahan yang telah terjadi. Berdasarkan kualifikasi
kewenangannya, maka diharapkan Ombudsman RI Provinsi Lampung untuk dapat

menyelesaikan semua permasalahan masyarakat yang telah dilaporkan.

Dari data di atas, sangat penting adanya tinjauan Responsivitas terhadap
Ombudsman Perwakilan Provinsi Lampung dalam penyelesaian laporan
masyarakat dengan studi kasus Respon Cepat terkait proses seleksi Penerimaan
Peserta Didik Baru (PPDB) pada tahun 2022. Responsivitas Ombudsman RI
Perwakilan Provinsi Lampung dalam menyelesaikan laporan masyarakat dapat
diukur dengan laporan yang sudah diselesaikan oleh pihak Ombudsman RI
Perwakilan Provinsi Lampung. Untuk mengetahui sejauh mana Ombudsman
Provinsi Lampung mampu menyelesaikan laporan yang masuk dengan cepat, maka
dari itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian terkait “RESPONSIVITAS
OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA PROVINSI LAMPUNG DALAM
PENYELESAIAN LAPORAN MASYARAKAT. (Studi Kasus Respon Cepat
Laporan Maladministrasi Dalam Proses Seleksi Penerimaan Peserta Didik
Baru (PPDB) Di SMA Negeri 9 Bandar Lampung Tahun 2022)”.

1.2 Identifikasi Masalah

1. Terdapat 32 laporan pengaduan masyarakat dengan substansi pendidikan di
tahun 2022 yang masuk ke dalam kategori Respon Cepat Ombudsman
(RCO) di Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Lampung.

2. Adanya kasus Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di SMA Negeri 9
Bandar Lampung berupa perubahan sistem zonasi pendaftaran dari 831
meter menjadi 841 meter.



1.3 Rumusan Masalah

1.

2.

Bagaimanakah Responsivitas Ombudsman Perwakilan Provinsi Lampung
melalui Respon Cepat Ombudsman (RCO) dalam menindaklanjuti kasus
PPDB di SMA Negeri 9 Bandar Lampung?

Apa sajakah yang menjadi kendala mekanisme RCO dalam menindaklanjuti
kasus PPDB di SMA Negeri 9 Bandar Lampung?

1.4 Tujuan Penelitian

1.

Untuk mengetahui dan menganailis Responsivitas Ombudsman Perwakilan
Provinsi Lampung melalui Respon Cepat Ombudsman (RCO) dalam
menindaklanjuti kasus PPDB di SMA Negeri 9 Bandar Lampung.

Untuk mengetahui kendala Mekanisme Respon Cepat Ombudsman (RCO)
Perwakilan Provinsi Lampung dalam menindaklanjuti kasus PPDB di SMA

Negeri 9 Bandar Lampung.

1.5 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Manfaat penelitian ini yaitu dapat bermanfaat dalam mengembangkan
wawasan keilmuan di bidang IImu Administrasi Negara terkait mata kuliah
Administrasi Pelayanan Publik. Hasil dari penelitian ini dapat dijadikan
sumber referensi bagi penelitian selanjutnya. Selain itu adanya penelitian
ini dapat menambah kajian dan wawasan terkait dengan Responsivitas

Ombudsman Provinsi Lampung dalam menyelesaikan laporan masyarakat.

Manfaat Praktis

Manfaat penelitian ini yaitu dapat memberikan informasi dan evaluasi
terhadap tingkat pelayanan pengaduan masyarakat di  Ombudsman
Perwakilan Provinsi Lampung kepada kalangan akademisi dan

penyelenggara pelayanan publik.



Il. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Pada bagian ini menjelaskan terkait temuan-temuan penelitian sebelumnya, yang
digunakan sebagai referensi untuk topik penelitian ini. Penelitian terdahulu telah
dipilih sesuai dengan permasalahan dalam penelitan ini, sehingga diharapkan
mampu memudahkan peneliti dalam menjelaskan maupun memberikan referensi
bagi penulis dalam menyelesaikan penelitian, mengingat penelitian ini mengangkat
topik terkait dengan permasalahan pendidikan yang juga masuk dalam kategori
Respon Cepat Ombudsman (RCO). Berikut penelitian terdahulu yang bisa

dijadikan referensi dalam penelitian ini, antara lain:

Tabel 2

Penelitian Terdahulu

Penulis dan
Judul Penelitian

Hasil

Relevansi

Latifah (2015)
Responsivitas

Hasil dari penelitian ini yaitu
Responsivitas Lembaga

masuk dari masyarakat pasti
akan mendapatkan pennganan,
akan tetapi harus melalui tahap
pengklasifikasian ke dalam
substansi.

Persamaan antara penelitian ini
dengan Latifah (2015) vyaitu

Lembaga Ombudsman Republik Indonesia | sama-sama menggunakan
Ombudsman Perwakilan Provinsi Jawa Timur | metode kualitatif dan

Republik dalam menangani keluhan pengukuran indikator

Indonesia masyarakat yang di kaji responsivitas. Perbedaan antara
Perwakilan berdasarkan indikator keduanya terletak pada objek
Provinsi Jawa Responsivitas dari Zeihaml et al. | penelitian serta fokus penelitian.
Timur Dalam Meliputi : Pelayanan atau respon | Dimana penelitian Latifah
Menangani dengan cepat, tepat, cermat, dan | (2015) berfokus pada

Keluhan komunikatif. Jadi semua penanganan keluhan
Masyarakat. pengajuan atau pelaporan yang masyarakat, sedangkan

penelitian ini berfokus pada
laporan yang masuk dalam
kategori Respon Cepat (RCO)
dengan substansi pendidikan.




Penulis dan
Judul Penelitian

Hasil

Relevansi

Islami (2017)
Responsivitas
Kantor
Pertanahan
Kabupaten
Banyuwangi
Dalam
Pelayanan
Penerbitan
Sertifikat Tanah.

Hasil dari penelitian ini yaitu
bahwa pelayanan kantor
pertanahan kabupaten
Banyuwangi dalam pelayanan
penerbitan sertifikat tanah sudah
bisa dikatakan cukup responsif,
namun belum semua indikator
responsivitasnya tinggi.

Persamaan antara penelitian ini
dengan penelitian yang
dilakukan oleh Islami (2017)
yaitu sama-sama menggunakan
metode kualitatif dan
pengukuran indikator
responsivitas. Perbedaan antara
keduanya terletak pada objek
dan fokus penelitian, dimana
Islami (2017) berfokus pada
pelayanan penerbitan sertifikat
tanah, sedangkan penelitian ini
berfokus pada laporan yang
masuk dalam kategori respon
cepat (RCO) dengan subtansi
pendidikan.

Penulis dan Hasil Relevansi
Judul Penelitian
Nurhayati Hasil dari penelitian ini yaitu Persamaan antara penelitian ini
(2015) Peran dalam melaksanakan tugasnya, | dengan penelitian yang
Lembaga Ombudsman RI Perwakilan dilakukan oleh Nurhayati (2015)

Ombudsman RI
Perwakilan Jawa
Tengah Dalam
Upaya
Pencegahan
Terjadinya
Maladminstrasi.

Provinsi Jawa Tengah sudah
cukup baik dalam upaya
pencegahan terjadinya
maladministrasi. Bentuk
pencegahan yang dilakukan oleh
Ombudsman RI Provinsi Jawa
Tengah yaitu dengan melakukan
serangkaian sosialisasi seperti
rapat dengan pemerintah daerah
terkait pelayanan publik.

yaitu sama-sama menggunakan
metode kualitatif serta objek
penelitian di Lembaga
Ombudsman. Perbedaan antara
keduanya terletak pada fokus
penelitian, dimana Nurhayati
berfokus pada upaya
pencegahan maladminstrasi di
Ombudsman RI Perwakilan
Provinsi Jawa Tengah
sedangkan penelitian ini
berfokus pada laporan yang
masuk dalam kategori respon
cepat (RCO) dengan subtansi
pendidikan.




Penulis dan
Judul Penelitian

Hasil

Relevansi

Siwij et al.
(2021) The
Main Duties and
Function of the
Ombudsman of
the Republic of

Dari penelitian ini didapatkan
hasil bahwa tugas pokok dan
fungsi Ombudsman RI tentang
maladministrasi penyetaraan
gelar doktor di luar negeri dan
promosi jabatan guru besar

Persamaan antara penelitian ini
dengan penelitian yang
dilakukan oleh Siwij et al.
(2021) yaitu sama-sama meneliti
di Lembaga Ombudsman
mengenai maladministrasi.

Indonesia. Kemdiknas tahun 2010 telah Perbedaan antara keduanya
dilakukan dengan tahapan- terletak pada fokus penelitian,
tahapan berdasarkan ketentuan dimana Siwij et al. (2021)
Undang-Undang baik penerima | berfokus pada maladministrasi
laporan, pemeriksa, ataupun penyetaraan gelar doktor di luar
perumusan hasil pemeriksaan. negeri dan promosi jabatan
guru besar Kemdiknas 2010.
Sedangkan penelitian ini
berfokus pada maladministrasi
terhadap laporan yang masuk
dalam kategori respon cepat
(RCO) dengan subtansi
pendidikan.
Penulis dan Hasil Relevansi
Judul Penelitian
Mitrovic & Penelitian ini menunjukkan hasil | Persamaan antara penelitian ini

Raosavljevic
(2021) Human
Right
Ombudsman In
The Pandemic:
Challenge In
Protection Of
Vulnerable
Groups.

bahwa pandemi Covid-19
memberikan efek fisik,
emosional dan psikologis yang
paling mendalam pada anak-
anak. Ombudsman bertindak
cepat dengan kondisi darurat
untuk memperbaiki tindakan
pemerintah terhadap
perlindungan hak asasi manusia
yang berkaitan dengan
pendidikan dan kesehatan.

dengan penelitian yang
dilakukan oleh Mitrovic &
Raosavljevic (2021) yaitu objek
penelitian yang sama-sama di
Lembaga Ombudsman yang
menangani kondisi darurat.
Perbedaan antara keduanya
terletak pada fokus penelitian.
Dimana penelitian Mitrovic &
Raosavljevic (2021) berfokus
pada Ombudsman HAM Bosnia
dan Herjogevina dalam pandemi
Covid-19, sedangkan penelitian
ini berfokus pada Lembaga
Ombudsman RI Provinsi
Lampung dalam penyelesaian
laporan yang masuk dalam
kategori respon cepat (RCO)
dengan subtansi pendidikan.
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Yang menjadi perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian-penelitian
sebelumnya yaitu penelitian ini lebih berfokus pada pengaduan masyarakat tentang
masalah pendidikan yang masuk kategori Respon Cepat Ombudsman (RCO).
Penulis menilai bahwa Respon Cepat ini merupakan cara cepat untuk
menyelesaikan laporan masyarakat dalam kondisi yang darurat karena mekanisme
respon cepat ini langsung menghubungi pihak yang dilaporkan, agar pelapor segera
mendapatkan pelayanan. Zeithaml dalam (Hardiyansyah, 2011) mengatakan bahwa
terdapat enam indikator responsivitas yang akan digunakan untuk mengukur
laporan ini. Agar Ombudsman Perwakilan Provinsi Lampung dapat
memaksimalkan kualitas pelayanan publik dalam menanggapi laporan pengaduan
masyarakat, maka peneliti perlu melakukan penelitian ini agar dapat dijadikan

sebagai referensi.

2.2 Responsivitas

Responsivitas atau daya tanggap adalah kemampuan suatu organisasi untuk dapat
mengenali kebutuhan masyarakat, memprioritaskan pelayanan dan menetapkan
agenda, serta merancang program pelayanan publik yang sesuai dengan apa yang
dibutuhkan oleh masyarakat (Dwiyanto dalam Safitri, 2011). Responsivitas juga
menjadi hal yang penting dan merupakan salah satu faktor yang akan digunakan
untuk mengukur kualitas pelayanan (Fitzsimmons dalam Arfan et al., 2021).
Kualitas pelayanan sangat berpengaruh terhadap kepuasan masyarakat, oleh karena
itu baik atau buruknya respon terhadap penerima layanan dapat mencerminkan

kualitas pelayanan itu sendiri.

Salah satu dimensi kualitas pelayanan publik menurut Zeithaml dalam
(Hardiyansah, 2011) meliputi daya tanggap (responsiveness) yang dapat
diungkapkan dalam beberapa hal antara lain:

1. Merespon semua masyarakat yang menginginkan pelayanan. Indikator ini

mencakup sikap dan komunikasi yang baik dari penyedia layanan
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. Pelayanan dilakukan dengan cepat oleh petugas. Hal ini berkaitan dengan

seberapa cepat dan jujurnya penyedia layanan menanggapi pertanyaan dan
menanggapi permintaan dari masyarakat.

Pelayanan dilakukan dengan tepat oleh petugas. Tidak terjadi kesalahan dalam
melayani, artinya dilakukan dengan cara yang sesuai dengan harapan masyarakat
sehingga tidak ada yang merasa dirugikan terkait pelayanan yang diterimanya.
Pelayanan dilakukan dengan cermat oleh petugas. Berarti pemberi layanan harus
selalu fokus, teliti dan serius dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
Pelayanan dilakukan dengan waktu yang tepat. Artinya pelaksanaan pelayanan
kepada masyarakat dapat diselesaikan dalam waktu yang telah ditentukan
sehingga dapat memberikan kepastian pelayanan kepada masyarakat.
Kemudahan akses layanan. Bahwa seluruh penyedia layanan harus dapat
memberikan akses kepada masyarakat untuk mampu menyampaikan keluhannya
dan bisa memberikan solusi yang terbaik.

Indikator responsivitas dalam pelayanan menurut Maruti (2013) yaitu:

1.
2.
3.

Ada atau tidaknya keluhan dari pengguna layanan;

Sikap birokrat terhadap keluhan dari pengguna layanan;

Menggunakan keluhan dari pengguna layanan sebagai acuan untuk perbaikan
penyediaan layanan di masa mendatang;

Berbagai tindakan birokrat untuk memberikan pelayanan yang memuaskan
kepada pengguna jasa birokrasi;

Penempatan pengguna layanan berdasarkan birokrasi dalam sistem pelayanan

yang berlaku.

Dari penjelasan-penjelasan diatas menunjukkan kapasitas organisasi dan instansi

dalam mengenali kebutuhan masyarakat sebagai pengakses pelayanan. Dapat

disimpulkan bahwa responsivitas sangat diperlukan dalam pelayanan publik. Selain

itu responsivitas juga menjadi tolak ukur keberhasilan penyelenggara layanan

publik. Responsivitas suatu organisasi atau lembaga dapat dinilai dengan

menentukan apakah pelayanan publik yang telah diberikan sudah optimal atau

bahkan belum optimal. Teori indikator responsivitas menurut Zeithaml sudah
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banyak digunakan oleh banyak peneliti dan 6 indikator dari teori yang dikemukakan
oleh Zeithaml rata-rata sudah memenuhi keinginan pelanggan, dimana mereka
mengharapkan pelayanan yang terbaik dari pemberi layanan. Selain itu teori

indikator Zeithaml sesuai dengan studi kasus yang peneliti gunakan.

2.3 Pelayanan Publik

Pemerintah memiliki tanggung jawab utama terhadap masyarakat yaitu dalam
penyediaan pelayanan publik. Menurut Robert dalam (Maryam, 2016) pelayanan
publik merupakan setiap dan semua kegiatan pelayanan umum yang dilakukan di
lingkungan instansi pemerintah pusat, daerah, dan di lingkungan badan usaha milik
negara atau milik daerah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Pelayanan publik
juga dapat diartikan sebagai bentuk upaya pemerintah untuk membantu masyarakat
umum dengan memberikan barang dan jasa yang akan mereka butuhkan (Soesilo
dalam Hamim et al., 2020).

Tuntutan dari masyarakat terus meningkat dikarenakan masyarakat sangat
membutuhkan dan mengharapkan pelayanan publik yang berkualitas, maka dari itu
pemerintah berupaya memberikan kualitas pelayanan terbaik untuk masyarakat
seperti pada penelitian Maryam (2016) tentang “Mewujudkan Good Governance
Melalui Pelayanan Publik” dengan memberikan pelayanan yang sesuai dengan apa
yang dibutuhkan oleh masyarakat dan melibatkan pemangku kepentingan, baik itu
di lingkungan birokrasi maupun masyarakat, sangat penting bagi terselenggaranya
pemerintahan yang baik. Konsep good governance tentunya diharapkan akan
mempermudah mendapatkan pelayanan di masa mendatang dan memungkinkan

masyarakat untuk mendapatkan pelayanan yang sebaik mungkin.

a. Prinsip-Prinsip Pelayanan Publik

Menurut Lovelock dalam (Monoarfa, 2012) terdapat 5 prinsip-prinsip yang
harus diperhatikan dalam hal pelayanan publik untuk mencapai kualitas

pelayanan, yaitu:
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1. Tangiable (bukti langsung), seperti perlengkapan pegawai, sarana
komunikasi dan fasilitas fisik;

2. Reliability (keandalan), yaitu kemampuan dalam memberikan pelayanan
dengan tepat dan memuaskan sesuai dengan yang dijanjikan;

3. Responsiveness (daya tanggap), yakni pegawai memiliki keinginan untuk
memberikan pelayanan dengan responsif;

4. Assurance (jaminan), yakni pegawai memiliki kesopanan, kemampuan, dan
pengetahuan yang terbebas dari keraguan, resiko serta bahaya;

5. Empathy (empati), seperti memahami dan mengerti apa yang dibutuhkan
pelanggan dengan melakukan komunikasi terhadap pelanggan dengan baik.

. Azas Pelayanan Publik

Secara teoritis, Sinambela dalam (Monoarfa, 2012) mengatakan bahwa tujuan

utama pelayanan publik yaitu untuk memberikan kepuasan terhadap

masyarakat. Pelayanan publik yang profesional diperlukan untuk mencapai
tingkat kepuasan tersebut. Azas-azas pelayanan publik yaitu sebagai berikut:

1. Transparansi, yakni pelayanan yang mudah dipahami, mudah diakses dan
tersedia bagi semua pihak yang membutuhkan;

2. Akuntabilitas, yakni pelayanan yang bisa dipertanggungjawabkan sesuai
peraturan perundang-undangan;

3. Kondisional, yakni pelayanan sesuai kondisi penerima dan pemberi layanan
dengan mengikuti prinsip efisiensi dan kinerja;

4. Partisipatif, yakni pelayanan yang mendorong masyarakat untuk dapat
berpartisipasi dalam menyelenggarakan pelayanan publik dengan
memperhatikan harapan, keinginan, dan kebutuhan masyarakat;

5. Kesamaan hak, yaitu tidak adanya perbedaan pelayanan dari aspek apapun
baik dari ras, suku, agama, status soial dan golongan;

6. Keseimbangan hak dan kewajiban, yaitu pelayanan yang memperhatikan

keadilan antara penyelenggara dan penerima pelayanan.
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Standarisasi pelayanan sangat penting untuk penyelenggaraan setiap pelayanan

publik. Oleh karena itu, standar pelayanan publik ini harus disosialisasikan agar

masyarakat sebagai pengguna pelayanan publik mengetahuinya. Penyelenggara

atau penyedia layanan publik telah menetapkan standar pelayanan publik, yang

diartikan sebagai ukuran yang harus dipatuhi baik oleh penerima maupun

penyedia layanan. Menurut Mulyawan (2016), standar pelayanan publik paling

sedikit mencakup hal-hal berikut:

1.

Prosedur pelayanan

Prosedur layanan dibagi untuk penyedia dan penerima pelayanan termasuk
keluhan;

Waktu penyelesaian

Batas waktu penyelesaian ditentukan sejak permohonan diajukan hingga
penyelesaian pelayanan, termasuk pengaduan;

Biaya pelayanan

Termasuk biaya/tarif pelayanan termasuk rincian yang sudah ditentukan
sebagai bagian dari pemberian pelayanan;

Produk pelayanan

Hasil pelayanan yang diperoleh sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan;
Sarana dan Prasarana

Penyelenggara pelayanan publik menyediakan sarana dan prasarana

pelayanan yang memadai.

2.4 Respon Cepat Ombudsman (RCO)

Ombudsman Republik Indonesia menerapkan mekanisme Respon Cepat

Ombudsman (RCO) untuk peristiwa, situasi, atau kejadian tertentu dimulai pada

tahun 2012 setelah melihat berbagai kondisi permasalahan yang telah dilaporkan

kepada Ombudsman. Respon Cepat Ombudsman (RCO) merupakan cara untuk

menyelesaikan laporan masyarakat secara cepat, asalkan syarat dan ketentuan

melapor dipenuhi. Respon Cepat Ombudsman juga merupakan model penanganan

laporan warga khusus untuk menangani pengaduan masyarakat tentang keadaan

darurat yang merugikan, mempersulit seseorang atau kelompok untuk mendapatkan
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hak ekonomi atau hak pendidikannya, seperti situasi yang melanggar hak hidup.
Menurut peraturan Ombudsman pasal 27 menjelaskan bahwa Respon Cepat
Ombudsman (RCO) telah ditetapkan sebagai penyelesaian laporan yang dilakukan
dengan menggunakan mekanisme berupa pemeriksaan laporan, Kklarifikasi
langsung, atau mediasi sebelum proses pemeriksaan dokumen. Penyelesaian
laporan dengan mekanisme Respon Cepat Ombudsman (RCO) juga dilakukan
setelah pegawai mendapat persetujuan baik dari kepala perwakilan atau

wakil/koordinator bidang penyelesaian laporan.

2.5 Kerangka Pemikiran

Beberapa indikator antara lain dari segi responsivitas pelayanan publik terhadap
pengaduan masyarakat dapat digunakan untuk menilai kualitas pelayanan publik di
Lembaga Ombudsman Provinsi Lampung. Melihat banyaknya masyarakat yang
melaporkan terkait kasus maladministrasi, maka sangat penting adanya respon yang
baik terhadap pelapor dari pihak Ombudsman Provinsi Lampung untuk mengetahui
seberapa tanggap Lembaga Ombudsman Provinsi Lampung dalam menangani
laporan maladministrasi terkait Respon Cepat yang dapat dilihat dari beberapa
indikator responsivitas menurut Zeithaml dalam (Hardiyansyah, 2011) seperti
merespon semua masyarakat, pelayanan dilakukan dengan cepat oleh petugas,
pelayanan dilakukan dengan tepat oleh petugas, pelayanan dilakukan dengan
cermat oleh petugas, pelayanan dilaksanakan dengan waktu yang tepat dan
kemudahan akses layanan. Oleh karena itu, tujuan akhir dari indikator tersebut
adalah untuk mengevaluasi penyediaan layanan dan menentukan responsivitas dan
kualitas layanan lembaga Ombudsman Provinsi Lampung. Dari uraian tersebut,
penulis memfokuskan beberapa indikator kedalam bagan kerangka fikir sebagai
berikut:



Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman
Republik Indonesia

l

Responsivitas Ombudsman Republik Indonesia
Provinsi Lampung Dalam Penyelesaian Laporan
Masyarakat kategori Respon Cepat

l

Kasus PPDB online di SMA Negeri 9
Bandar Lampung tahun 2022

l
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Responsivitas yang dikemukakan oleh Zeithaml dimana terdapat 6 indikator
yaitu :

Merespon semua masyarakat.

Pelayanan dilakukan dengan cepat oleh petugas.

Pelayanan dilakukan dengan tepat oleh petugas.

Pelayanan dilakukan dengan cermat.

Pelayanan dilakukan dengan waktu yang tepat.

© o k~ w N oE

Kemudahan akses layanan.

Gambar 1 Kerangka Berfikir
Sumber: Data diolah peneliti, 2022



I11.  METODE PENELITIAN

3.1 Tipe Penelitian

Untuk memperoleh gambaran dan penjelasan secara luas mengenai responsivitas
Ombudsman Provinsi Lampung dalam menindaklanjuti laporan yang masuk dalam
kategori Respon Cepat Ombudsman (RCO) dengan menggunakan indikator
responsivitas menurut Zeithaml, peneliti menggunakan pendekatan kualitatif
dengan tipe deskriptif ini untuk mendeskripsikan dan menganalisis data yang telah

diperoleh.

3.2 Fokus Penelitian

Penelitian ini memfokuskan pada responsivitas Lembaga Ombudsman RI

Perwakilan Provinsi Lampung terhadap laporan yang masuk dalam kategori Respon

Cepat Ombudsman (RCO) pada tahun 2022. Fokus ini juga akan di ukur

keberhasilanya dengan menggunakan indikator responsivitas antara lain:

1. Merespon semua masyarakat. Sikap dan komunikasi penyedia layanan yang baik
termasuk dalam indikator ini.

2. Pelayanan dilakukan dengan cepat oleh petugas. Hal ini berkaitan dengan
seberapa cepat dan jujurnya penyedia layanan menanggapi pertanyaan dan
menanggapi permintaan dari pelanggan.

3. Pelayanan dilakukan dengan tepat oleh petugas. Tidak terjadi kesalahan dalam
melayani, artinya dilakukan dengan cara yang sesuai dengan harapan masyarakat
sehingga tidak ada yang merasa dirugikan terkait pelayanan yang diterimanya.
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4. Pelayanan dilakukan dengan cermat oleh petugas. Berarti pemberi layanan harus
selalu fokus, teliti dan serius dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

5. Pelayanan dilakukan dengan waktu yang tepat. Artinya pelaksanaan pelayanan
kepada masyarakat dapat diselesaikan dalam waktu yang telah ditentukan
sehingga dapat memberikan kepastian pelayanan kepada masyarakat.

6. Kemudahan akses layanan. Bahwa seluruh penyedia layanan harus dapat
memberikan akses kepada masyarakat untuk mampu menyampaikan keluhannya

dan bisa memberikan solusi yang terbaik.

3.3 Lokasi Penelitian

Penelitian ini telah dilakukan di Kantor Lembaga Ombudsman RI Perwakilan
Provinsi Lampung yang terletak di Jalan Cut Mutia No. 137, Pengajaran,
Kecamatan Teluk Betung Utara, Kota Bandar Lampung, Lampung 35212. Adapun
alasan peneliti memilih lokasi penelitian tersebut yaitu memudahkan peneliti dalam
pencarian data dalam pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tingkat
SMA tahun 2022, karena penulis mempunyai pengetahuan dasar tentang hal
tersebut.

3.4 Jenis dan Data

a. Data Primer

Teknik yang digunakan peneliti dalam mengumpulkan data primer meliputi
wawancara, observasi dan penyebaran data primer dalam penelitian ini yaitu data
yang diperoleh dari sumber informan pertama seperti wawancara yang akan
dilakukan peneliti dengan Asisten I, 1l, dan I1ll, serta Kepala perwakilan
Ombudsman Provinsi Lampung yang digunakan untuk mendapatkan data secara

langsung.

b. Data Sekunder
Menurut Siyoto (2015) data sekunder ini bisa diperoleh dari berbagai sumber antara

lain yaitu seperti jurnal, buku, dan laporan. Data sekunder digunakan guna
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mendukung informasi dasar yang berasal dari dokumen atau pengamatan langsung
di lapangan. Data sekunder yang dimaksud yaitu seperti dokumen dan data pelapor

dari kantor Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Lampung.

3.5 Teknik Penentuan Informan

Sasaran dalam objek peneliti yang nantinya akan menjadi sumber data primer dalam
mengumpulkan informasi penting melalui wawancara dan observasi lapangan yaitu
informan (Daniah, 2019). Informan penelitian ini adalah orang-orang yang benar-
benar terlibat dalam pelayanan publik Ombudsman Provinsi Lampung seperti
pegawai di Lembaga Ombudsman Provinsi Lampung dan beberapa masyarakat
yang telah mengajukan pengaduan pada tahun 2022. Informan-informan tersebut

diantaranya yaitu:



Tabel 3 Teknik Penentuan Informan
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sebagai pelapor

No | Nama Jabatan Jenis Informan
1. | Nur Rakhman Kepala Informan pejabat yang
Yusuf, S.Sos Ombudsman RI berwenang dalam memutuskan
Perwakilan kebijakan Respon Cepat
Provinsi Ombudsman (RCO) terhadap
Lampung laporan.
2. | Hardian Ruswan, | Kepala Informan yang menerima dan
S.I.P Keasistenan melakukan verifikasi laporan
Penerimaan & masyarakat termasuk laporan
Verifikasi dalam kategori Respon Cepat
Laporan (PVL) Ombudsman (RCO).
3. | Tegar Adi Keasistenan Informan yang
Wijaya, S.H., Pemeriksaan menindaklanjuti/menyelesaikan
M.H Laporan laporan masyarakat termasuk
laporan dalam kategori Respon
Cepat Ombudsman (RCO).
4. | Eko Istiko Masyarakat Informan yang menjadi

korban/kuasa pelapor yang
membutuhkan penanganan dan
penyelesaian kasus/laporan
melalui instansi Ombudsman

RI Perwakilan Lampung.
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3.6 Teknik Pengumpulan Data

Terdapat dua jenis teknik pengumpulan data dalam penelitian kualitatif yaitu teknik
interaktif dan non-interaktif (Adhitya, 2010). Peneliti menggunakan teknik

interaktif dalam penelitian ini yang meliputi:

1. Wawancara

Peneliti melakukan wawancara dengan pihak-pihak Ombudsman Provinsi
Lampung. Pertanyaan yang terbuka dan menghasilkan banyak informasi
diajukan selama wawancara oleh peneliti. Wawancara dilakukan dengan kondisi
dan waktu yang dianggap sesuai agar memperoleh data yang lengkap, jujur, dan

terperinci.

2. Dokumentasi

Peneliti telah mengumpulkan data seperti berupa dokumen-dokumen yang
dianggap relevan dan mendukung sesuai dengan permasalahan yang akan diteliti
di kantor Lembaga Ombudsman RI Provinsi Lampung seperti laporan tahunan

Kinerja pegawai.

3. Observasi

Peneliti melakukan observasi langsung di Ombudsman Provinsi Lampung
mengenai proses penyelesaian laporan masyarakat dalam kategori respon cepat
dengan cara non partisipasi artinya dalam hal ini peneliti tidak ikut berpartisipasi
terkait proses dalam bekerja dan tidak mencatat hal-hal yang berhubungan

dengan masalah penelitian.

3.7 Teknik Pengelolaan Data

Sebuah penelitian akan dapat dengan mudah memecahkan masalah berdasarkan
hasil lapangan dengan bantuan pengolahan data, oleh karena itu pengolahan data
sangat penting bagi penelitian. Setelah data diperoleh, tahap selanjutnya yaitu
mengolah data yang telah dikumpulkan dari lapangan. Menurut Indah dalam

(Pratiwi, 2017) memaparkan kegiatan pengolahan data penelitian sebagai berikut:
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1. Pengeditan Data

Pengeditan merupakan suatu proses dalam pemeriksaan data yang sudah
terkumpul. Pada tahap pengeditan data ini, kita memeriksa kembali data yang
sudah terkumpul untuk menentukan lengkap atau tidaknya semua data.
Pengeditan data dilakukan untuk mengisi kekosongan atau memperbaiki
kesalahan pada data mentah. Kekurangan data juga dapat diselesaikan dengan

memasukkan data atau mengulang pengumpulan data.

2. Interpretasi Data

Interpretasi data yaitu memberikan pandangan atau pendapat terhadap suatu data
yang digunakan untuk menemukan makna dan hasil dari penelitian. Interpretasi
data ini dilakukan dengan cara memberikan suatu penjelasan, bisa berbentuk
kalimat berupa deskriptif dan naratif. kegiatan analisis data dilakukan
berdasarkan hasil studi dokumentasi dan wawancara terhadap data yang

memiliki makna.

3.8 Teknik Analisis Data

Analisis data adalah suatu proses dalam menyusun dan mencari informasi yang
telah diperoleh dari catatan lapangan, hasil wawancara dan dokumentasi dengan
memilih informasi mana yang penting dan yang akan dipelajari, serta membuat
sebuah kesimpulan agar dapat dengan mudah untuk dipahami baik untuk diri sendiri
maupun orang lain. Menurut Miles dan Huberman dalam (Wanto, 2017), kegiatan

analisis data sebagai berikut:

1. Data Condensation (Kondensasi Data)

Dalam proses ini, kondensasi data diimplementasikan ketika peneliti telah
melakukan wawancara dan mengumpulkan data yang telah peneliti tulis di
lapangan. Untuk mendapatkan fokus penelitian yang akan dibutuhkan, maka

transkip wawancara dipilah oleh peneliti.
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2. Data Display (Penyajian Data)

Penyajian data disini merupakan penyatuan dan pengorganisasian dari informasi
yang disimpulkan. Tidak hanya melakukan analisis yang mendalam, tetapi

penyajian data juga dapat membantu dalam memahami konteks penelitian.

3. Conclusions Drawing (Penarikan Kesimpulan)

Peneliti memulai dengan mengumpulkan data, mencari pemahaman, mencatat
alur sebab akibat dan keteraturan penjelasan, yang dimana pada tahap akhir yaitu
membuat kesimpulan dari semua data yang telah diperoleh dan dikumpulkan

oleh peneliti.

3.9 Teknik Keabsahan Data

Teknik keabsahan data pada penelitian, sering hanya di tekanakan pada teknik
validitas dan realiblitas. Dalam penelitian kualitatif, kriteria utama terhadap data
hasil penelitian adalah, valid, realiabel dan objektif. Teknik kredibilitas data atau
kepercayaan terhadap data hasil penelitian kualitatif antara lain dilakukan dengan
perpanjangan pengamatan, triangulasi, serta uji kepastian dan uji kebergantungan.
1. Perpanjangan pengamatan
Perpanjangan pengamatan berarti bahwa peneliti kembali ke lapangan,
melakukan wawancara dan pengamatan kembali baik menggunakan sumber data
yang sudah diperoleh maupun yang baru. Dari hal ini berarti hubungan peneliti
dengan narasumber akan semakin terbentuk atau semakin terbuka, semakin
akrab, saling mempercayai sehingga tidak ada informasi yang disembunyikan
lagi.
2. Triangulasi
Triangulasi atau melihat sesuatu dari beragai sudut, artinya bahwa verifikasi dari
penemuan dengan menggunakan berbagai sumber data dan berbagai metode
pengumpulan data. Dalam hal ini penulis menyebutkan sebagai multiangulation
mengingat tidak hanya terbatas tiga sudut, tetapi bisa lebih atau bahkan boleh
hanya dua sudut saja. Kalau memang dirasa cukup dan atau tidak memungkinkan
menambah menjadi tiga sudut. Sugiono (2013) menuturkan triangulasi dalam

pengujian kredibilitas ini diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai
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sumber dengan berbagai cara dan berbagai waktu. Dengan demikian terdapat
tiangulasi sumber dan triangulasi metode atau teknik. Pada penelitian ini,
peneliti menggunakan metode triangulasi yang berarti membandingkan data
berupa hasil wawancara, observasi dan dokumentasi. Wawancara di lakukan
terhadap pihak yang terkait responsivitas lembaga Ombudsamn RI Perwakilan
Provinsi Lampung dalam penyelesaian laporan masyarakat.

. Uji kepastian dan uji kebergantungan, pada penelitian kualitatif, menguiji
kepastian berarti menguji hasil penelitian, dikaitkan dengan proses yang di
lakukan. Bila hasil penelitian merupakan fungsi dari proses penelitian yang di
lakukan, maka penelitian kualitatif tersebut telah memenuhi standar kepastian.
Dalam penelitian ini jangan sampai tidak ada proses tidak ada tetapi hasilnya
ada. Sedangkan kebergantungan adalah substitusi istilah relibilitas dalam
penelitian yang non kualitatif. Pada cara non kualitatif, relibilitas di tunjukan
dengan jalan mengadakan replikasi studi. Dalam penelitian ini uji kepastian di
lakukan bersamaan dengan uji ketergantungan namun terdapat perbedaan,
perbedaan terletak pada orientasi penilainya. Uji kebergantungan dan uji
kepastian di lakukan peneliti melalui peroses bimbingan langsung dengan dosen
yang di mulai sejak februari 2023 hingga maret 2023 sehingga proses dari

peneliti ini telah memenuhi uji kepastian.



V. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dari enam indikator pengukuran
Responsivitas menurut Zeithaml menunjukan bahwa Responsivitas Ombudsman RI
Provinsi Lampung dalam penyelesaian laporan masyarakat dengan studi kasus
Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di SMA Negeri 9 Bandar Lampung belum
dikatakan optimal karena terdapat satu indikator yaitu terkait pelayanan dilakukan
dengan tepat yang mana pada indikator ini belum sesuai dengan harapan
masyarakat sebagai pelapor. Hal itu dikarenakan terdapat kendala yang dihadapi
dalam proses penyelesaian laporan dengan mekanisme Respon Cepat Ombudsman
(RCO) vyaitu terkait keterbatasan waktu dalam proses menindaklanjuti laporan
PPDB, sehingga membuat pihak Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Lampung
hanya bisa memberikan rekomendasi berupa diterimanya anak dari pelapor tersebut
di SMA Negeri 16 Bandar Lampung melalui jalur afirmasi. Kendala selanjutnya
yaitu terkait sistem kewenangan, sehingga terdapat perbedaan jarak 10 meter yang
tidak bisa dicek langsung oleh pihak Ombudsman R1 Perwakilan Provinsi Lampung
secara detail karena hal itu diluar batas kewenangan pihak Ombudsman. Implikasi
teoritis penelitian ini yaitu dapat bermanfaat dalam mengembangkan wawasan
keilmuan di bidang Ilmu Administrasi Negara terkait mata kuliah Administrasi
Pelayanan Publik. Hasil dari penelitian ini tentunya dapat dijadikan sumber
referensi bagi penelitian selanjutnya. Selain itu, adanya penelitian ini dapat
menambah kajian dan wawasan terkait dengan Responsivitas Ombudsman Provinsi
Lampung dalam menyelesaikan laporan masyarakat terkait permasalahan
Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) dengan mekanisme Respon Cepat
Ombudsman (RCO).
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5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah peneliti kemukakan terkait Responsivitas
Ombudsman RI Provinsi Lampung dalam penyelesaian laporan masyarakat, maka
peneliti ingin mengajukan beberapa saran diantaranya sebagai berikut:

1. Bagi pihak Ombudsman RI Provinsi Lampung lebih memperkuat sistem Respon
Cepat Ombudsman (RCO) yaitu dengan adanya komunikasi dalam bentuk
koordinasi yang baik antara pihak Ombudsman RI Perwakilan Provinsi
Lampung dengan pihak penyelenggara layanan sehingga ketika terdapat laporan
yang masuk dalam kategori Respon Cepat Ombudsman (RCO), pihak
Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Lampung dan penyelenggara layanan bisa
cepat berkoordinasi dan kemudian memberi informasi terkait permasalahan
laporan dengan kategori kondisi darurat tersebut.

2. Lebih memaksimalkan dalam penulisan yang lebih detail terkait sebuah Nota
Kesepahaman (MoU) dengan penyelenggara layanan yaitu terkait percepatan
penanganan dan penyelesaian laporan masyarakat, jadi terkait kasus-kasus
laporan dengan kategori Respon Cepat Ombudman (RCO) yang masuk ke
penyelenggara layanan dan diterima oleh Ombudsman RI Perwakilan Provinsi
Lampung dari masyarakat, laporan tersebut segera ditindaklanjuti secara teknis
dan dikuatkan oleh Nota Kesepahaman (MoU) agar dalam penyelesaian laporan
dengan kategori Respon Cepat Ombudsman (RCO) jauh lebih cepat untuk

mendapatkan solusi minimal.
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